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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Bank Syariah

Bank syariah saat ini mengalami perkembangan yang semakin pesat. Bank yang dahulunya hanya berbasis konvensional sekarang mulai membuka bisnis berbasis syariah. Hal ini karena semakin banyaknya masyarakat yang mulai menyadari bahwa bunga bank konvensional adalah haram. Hal-hal yang akan dibahas dalam bank syariah meliputi sebagai berikut:

1. Pengertian bank syariah

2. Konsep dan sistem operasional bank syariah

3. Prinsip operasional bank syariah.

2.1.1 Pengertian Bank Syariah
Bank merupakan lembaga/badan usaha yang mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat, juga berperan sebagai lembaga intermediasi/perantara bagi masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Jenis bank menurut kegiatan usaha terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Pengertian bank umum menurut Sofyan Safri Harahap, dkk dalam buku Akuntansi Perbankan Syariah, sebagai berikut :
“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau “berdasarkan prinsip usaha syariah” yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

(2003;24)

Dari pengertian di atas, jenis bank berdasarkan kegiatan usahanya dibedakan menjadi 2 yaitu bank konvensional dan bank syariah. Pengertian bank syariah menurut Rachmat Firdaus dalam bukunya Manajemen Dana Bank, dijelaskan bahwa:
“Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara operasinya mengacu pada ketentuan Alqur’an dan Hadits”.









       (2001;15)


Dari pengertian di atas, yang dimaksud dengan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur riba. Sedangkan yang dimaksud dengan bank yang tata cara operasi mengacu kepada Alquran dan Hadits adalah bank yang tata cara beroperasinya mengikuti perintah dan menjauhi larangan yang tercantum dalam Alquran dan Hadits.
[image: image5.wmf]Filosofi ekonomi syariah menurut Wakil Presiden Yusuf Kalla, dikutip dari Harian Republika tgl 3 Mei 2006 pada acara Indonesia Syariah Expo, menjelaskan tentang prinsip syariah, yaitu:
1. Adalah cara untuk menyampaikan hikmah, keadilan serta kemaslahatan dunia dan akhirat.

2. Prinsip syariah menghindarkan dari transaksi yang spekulatif.

3. Dalam Islam tidak ada uang yang menghasilkan uang (riba), tapi uang membuahkan aset atau harta”.
Perbedaan antara bank konvesional dan bank syariah secara umum diuraikan sebagai berikut :
Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional
	Bank Syariah 
	Bank Konvensional

	1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja

2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa

3. Profit dan falah oriented (kemakmuran dan kebahagiaan akhirat)

4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan

5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syairah (DPS).
	1. Investasi yang halal dan haram

2. Memakai perangkat bunga

3. Profit oriented

4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur
5. Tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah.



Sumber : Bank Syariah: dari teori ke praktek, Syafi’i Antonio,M, 2001.


Perbedaan antara imbalan yang diberikan oleh kedua bank tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.2 

Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil
	Bunga
	Bagi Hasil

	1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.
2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan

3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.
4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”.
5. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk agama Islam
	1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung/rugi

2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh

3. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak

4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan 

5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.


Sumber : Bank Syariah: dari teori ke praktek, Syafi’i Antonio,M, 2001.
2.1.2 Konsep dan Sistem Perbankan Syariah

Konsep dan sistem perbankan Islam pada dasarnya sama dengan bank konvensional, hanya yang membedakan antara keduanya adalah dalam sistem penetapan imbalan. Dalam bank konvensional penetapan imbalan berdasarkan sistem bunga, sedangkan dalam bank syariah berdasarkan sistem bagi hasil. Bank syariah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito prinsip syariah dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan dalam bentuk sistem bagi hasil, jual beli dan sewa.
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Sumber: Sharia Banking & Convencional Banking System Comparison, Hidayatullah: 2006
Gambar 2.1 Konsep dan Sistem Perbankan Syariah

Dari gambar di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam penghimpunan dana bank syariah mempergunakan dua prinsip yaitu:
a. Prinsip wadiah yad dhamanah yang diaplikasikan pada giro wadiah dan tabungan wadiah.
b. Prinsip mudharabah mutlaqah yang diaplikasikan pada produk deposito mudharabah dan tabungan mudharabah.
2. Dalam penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan tiga pola penyaluran, yaitu:
a. Prinsip jual beli yang meliputi murabahah, salam dan salam paralel, istishna dan istishna paralel.
b. Prinsip bagi hasil yang meliputi pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah
c. Prinsip ujroh yaitu ijarah dan ijarah muntahiayah bittamlik.

3. Atas penyaluran dana tersebut akan diperoleh pendapatan yaitu dalam prinsip jual beli lazim disebut dengan margin atau keuntungan dan prinsip bagi hasil akan menghasilkan bagi hasil usaha serta dalam prinsip ujroh akan memperoleh upah atau sewa.

4. Dari pendapatan inilah yang akan dibagihasilkan antara pemilik dana dan pengelola dana.

5. Pendapatan bank syariah tidak hanya dari bagian pendapatan pengelolaan dana saja, tetapi juga dari pendapatan yang berasal dari fee base income.
2.1.3
Prinsip Operasional Bank Syariah


Menurut M. Syafi’i Antonio dalam buku Bank Syariah: dari teori ke praktek, prinsip operasional bank syariah meliputi :

“ 
1. Prinsip titipan atau simpanan (Depository/al-wadi’ah) 

2. Bagi hasil (profit-sharing)
3. Jual beli (Sale and Purchase)
4. Sewa (Operating lease and financing lease)
5. Jasa (fee-based services)”.
(2001;83)

Penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut :

1. Prinsip titipan atau simpanan (depository atau Al Wadi’ah)
Adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai uang atau barang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Berdasarkan jenisnya wadi’ah terdiri atas :

a. Wadi’ah Yad Amanah, yaitu akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang atau titipan yang bukan diakibatkan kelalaian penerima titipan.
b. Wadi’ah Yad Damanah, yaitu akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan. 
2. Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing)

Adalah suatu prinsip penetapan imbalan yang diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Besarnya imbalan yang diberikan berdasarkan kesepakatan bersama dalam perjanjian tertulis antara bank dan nasabahnya. Berdasarkan jenisnya terdiri dari :

a. Al-Musyarakah : Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.
b. Al-Mudharabah : Akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib).
c. Al-Muzara’ah : Kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.
d. Al-Musaqah : Bentuk yang lebih sederhana dari muzara’ah di mana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

3. Prinsip Jual Beli (Sale and Purchase)

Adalah suatu prinsip penetapan imbalan yang akan diterima bank sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja, juga termasuk kegiatan usaha jual beli, di mana dilakukan pada waktu bersamaan baik antara penjual dengan bank maupun antara bank dengan nasabah sebagai pembeli, sehingga bank tidak memiliki persediaan barang yang dibiayainya. Berdasarkan jenisnya terdiri dari :

a. Al-Murabahah : Akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Jual beli ini dapat dilakukan untuk pembelian secara pesanan.

b. Al-Salam : Akad jual beli barang pesanan yang pembelian barangnya diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka secara penuh.
c. Al-Istishna : Akad jual beli barang antara pemesan dengan penerima pesanan. Spesifikasi dan harga pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.
4. Prinsip Sewa (Operational Lease and Financial Lease)

Prinsip sewa ini didasarkan pada :

a. Al-Ijarah : Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri.

b. Ijarah wa iqtina : Akad sewa-menyewa barang antara bank (muaajir) dengan penyewa (mustajir) yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada mustajir.
5. Prinsip Jasa (Fee Based Services)

Adalah suatu prinsip penetapan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lain bank syariah yang lazim dilakukan terdiri dari :
a. Al-Kafalah : Akad pemberian jaminan (makful alaih) yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain sebagai pemberi jaminan (kafiil) yang bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan (makful).

b. Al-Hiwalah : Akad pemindahan piutang nasabah (muhil) kepada bank (muhal alaih) dari nasabah lain (muhal). Muhil meminta muhal alaih untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, muhal akan membayar kepada muhal alaih. Muhal akan memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan piutang.
c. Al-Wakalah : Akad pemberian kuasa dari dari pemberi kuasa (muwakhil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksankan tugas (taukil) atas nama pemberi kuasa.
d. Ar-Rahn : Akad penyerahan barang harta (markun) dari nasabah (rahim) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.
e. Al-Qardhul Al-Hasan : Akad pinjaman dari bank (murqidh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan sesuai dengan pinjaman.
f. Sharf : Akad jual beli suatu valuta asing dengan valuta lainnya sesuai dengan prinsip syariah.
g. Ujr : Imbalan yang diminta atau diberikan atas suatu pekerjaan yang diberikan.
2.2 Produk Penghimpunan Dana (Simpanan)
Pengertian simpanan menurut Kasmir dalam bukunya Dasar-dasar Perbankan, disadur dari Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu: 
“Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan /atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”. 
         (2003:288)
Dari pengertian di atas, masyarakat menyimpan dananya pada bank dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan. Produk penghimpunan dana pada bank syariah dalam bentuk giro (demand deposit), tabungan (saving deposit), dan deposito berjangka (time deposit) dengan menggunakan prinsip wadiah dan mudharabah.
2.2.1
Prinsip-prinsip Penghimpunan Dana

[image: image6.wmf]
Upaya yang dilakukan oleh bank syariah dalam melakukan penghimpunan dana perlu diperhatikan beberapa prinsip agar proses penghimpunan dana berjalan dengan baik, sebagai mana dijelaskan oleh Rachmat Firdaus dalam bukunya Manajemen Dana Bank sebagai berikut:
1. Efisiensi

2. Efektivitas

3. Jangka waktu

4. Bersaing secara sehat

5. Syarat-syarat lain”.
(2001; 14)

Penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut :

1. Efisiensi

Biaya dana harus efisien sedemikian rupa sehingga lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari penggunaannya.

2. Efektivitas

Penggunaan dana yang berhasil dihimpun harus tepat dan terarah, sehingga memperkecil risiko sampai batas minimal serta secara langsung atau tidak langsung disamping menguntungkan bagi bank, juga berperan positif terhadap peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

3. Jangka waktu

Jangka waktu atau lamanya pengendapan dana yang terhimpun harus lebih panjang dari jangka waktu penggunaannya agar terhindar dari mismatch jangka waktu.
4. Bersaing secara sehat

Dalam upaya penghimpunan dana, bank tidak boleh bersaing secara curang sesuai dengan kode etik Bank Indonesia yang mengatakan bahwa seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.

5. Syarat-syarat lain

Syarat-syarat lain yang mengikat bank atas dana yang dihimpun harus lebih ringan dari syarat-syarat penggunaannya.

2.2.2
Giro Wadiah
Menurut Budi Cahyadi dalam modul Pelatihan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Unpad, menjelaskan tentang giro wadi’ah yaitu:

“Giro wadiah adalah simpanan pihak ketiga pada bank syariah (perorangan atau badan hukum, dalam mata uang rupiah atau valuta asing) dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, bilyet giro atau pemindah-bukuan lainnya”.









       (2006;14)
Dari pengertian di atas, prinsip wadiah yang digunakan adalah dengan prinsip wadiah yad dhamanah. Dengan prinsip ini bank sebagai custodian harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan wadiah. Dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan dana titipan tersebut. Pemilik giro wadiah dapat menarik kembali simpanannya sewaktu-waktu, baik sebagian atau seluruhnya. Bank tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan atas rekening wadiah. Setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan dapat dianggap riba. Namun demikian bank, atas kehendaknya sendiri dapat memberikan imbalan berupa bonus (hibah) kepada pemilik dana (pemegang rekening wadiah).

Landasan syariah tentang wadiah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58, yang artinya : “Sesunggunya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah (tiipan), kepada yang berhak menerimanya…”.
Karakteristik giro wadiah menurut Budi Cahyadi dalam modul Pelatihan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Unpad, dijelaskan sebagai berikut:

1. Dana giro wadiah dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial,

2. Keuntungan dan kerugian dari penyaluran dana wadiah menjadi hak milik atau ditanggung bank,

3. Pemilik dana wadiah dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu, sebagian atau seluruhnya,

4. Penarikan menggunakan cek, bilyet giro, atau dengan pemindahbukuan,

5. Bank dapat memberikan bonus namun tidak diperjanjikan di muka”.

       (2006;14)

Dari pengertian di atas, giro wadiah mempunyai karakteristik bahwa dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial seperti pembiayaan. Keuntungan dari pemyaluran dana menjadi milik bank sedangkan jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh bank. Giro wadiah dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah dengan menggunakan cek, bilyet giro atau dengan pemindahbukuan. Pemilik rekening giro wadiah akan memperoleh bonus dari bank, namun tidak diperjanjikan di muka karena takut akan melanggar prinsip syariah.

2.2.3
Tabungan Wadiah
Pengertian tabungan wadiah dijelaskan oleh Wiroso, dalam bukunya Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, sebagai berikut:

“Tabungan wadiah adalah titipan pihak ketiga kepada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati dengan kuitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan”.









     (2005; 22)


Dari pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam prinsip syariah sebenarnya tabungan juga merupakan simpanan sementara untuk menentukan pilihan apakah untuk investasi atau untuk konsumsi yang dapat ditarik setiap saat. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan mengenai tabungan wadiah (Himpunan Fatwa, Edisi kedua, hal 14) sebagai berikut:
a. Bersifat sementara;

b. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan;

c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

2.2.4
Tabungan Mudharabah

Pengertian tabungan mudharabah menurut Budi Cahyadi dalam modul Pelatihan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Unpad, yaitu:

“Tabungan mudharabah adalah jenis simpanan pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Tabungan ini merupakan simpanan yang berprinsip mudharabah (bagi hasil) yang dapat dipergunakan oleh bank (mudharib) dengan imbalan bagi hasil bagi si penyimpan dana (shahibul maal).

Dari pengertian di atas, tabungan mudharabah merupakan tabungan dimana pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (mudharib) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Tabungan ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan prinsip yang digunakan, tabungan mudharabah ini merupakan “investasi” yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan oleh karena itu, modal yang diserahkan kepada pengelola dana (bank) tidak boleh ditarik sebelum akad tersebut berakhir. Hal ini disebabkan karena akan mengganggu kelancaran usaha yang dilakukan oleh mudharib sehubungan dengan pengelolaan dana tersebut.

Landasan syariah tentang tabungan mudharabah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283, yang artinya: “Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan mudharabah (Himpunan Fatwa, Edisi kedua, hal 13), sebagai berikut:

a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana

b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain

c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang

d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening

e. Bank sebagai mudharib menutup biaya opersional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya

f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
2.2.5
Deposito Mudharabah

Pengertian deposito mudharabah menurut Sofyan Safri Harahap, dkk dalam buku Akuntansi Perbankan Syariah, yaitu:

“Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan”.









      (2005;74)
Deposito dengan prinsip mudharabah merupakan suatu kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama selaku pemilik dana (shahibul maal) menyediakan dana, dan pihak kedua selaku pengelola dana (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Untuk itu pihak bank/mudharib akan memberitahukan kepada pihak deposan (shahibul maal) mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan pembagian keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut dicantumkan dalam akad.  Periode penyimpanan dana ditentukan berdasarkan periode bulanan. Bank dapat memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada pemilik dana. Deposito mudharabah hanya dapat ditarik sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dimuka.
2.3
Pembiayaan


Dalam operasionalnya bank konvensional memberikan kredit kepada peminjam atau debitur, sedangkan bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah yang akan dibiayainya. Menurut Mokhamad Anwar dalam modul Designing Financing Agreements in Islamic Banking, pembiayaan diartikan sebagai berikut:

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.









         (2006;4)


Dari pengertian di atas, pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan antara bank dengan pihak yang membutuhkan dana untuk melakukan usaha, dimana pihak yang dibiayai setelah jangka waktu tertentu harus melunasi tagihannya tersebut dengan imbalan atau bagi hasil yang telah disepakati di muka. Pembiayaan pada bank syariah dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarkah.
2.3.1 Pembiayaan Mudharabah
Instrumen pembiayaan dalam bank Islam salah satunya adalah mudharabah. Mudharabah dalam bank Islam adalah suatu sistem pendanaan operasional realitas bisnis, bersaham mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat. Pengertian mudharabah menurut Islamic Studies of Economics Group dalam modul SIES II, yaitu:
“Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama kontribusi 100% modal shahibul maal dan dengan keahlian mudharib”.








         (2007;4)

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa, pembiayan mudharabah adalah dengan membentuk suatu perjanjian kemitraan (contract of co-partership) antara pemilik modal dengan pengelola perusahaan. Apabila perusahaan ini memperoleh keuntungan maka pengelola akan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil yang telah disepakati. Sedangkan bila perusahaan mendapatkan kerugian, maka risiko financial ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak menanggung risiko sama sekali selain risiko non financial, atau kecuali apabila kerugian tersebut terjadi akibat kecurangan pengelola.
2.3.1.1 Jenis-jenis Mudharabah
Menurut M. Shafi’i Antonio dalam bukunya Bank Syariah: dari praktik ke teori, menjelaskan tentang jenis-jenis mudharabah sebagai berikut:
“Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis: yaitu mudharabah mthlaqah dan mudharabah muqayyadah”.








      (2001;97)
Penjelasan dari pernyataan di atas adalah sebagai berikut:

1. Mudharabah Muthlaqah
Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga denngan istilah restriced mudharabah/specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

2.3.1.2  Aplikasi Dalam Perbankan


Menurut Habib Nazir dan Hassanuddin dalam Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah, aplikasi mudharabah dalam perbankan biasanya digunakan untuk beberapa hal, yaitu sebagai berikut :


“1. Pembiayaan modal kerja

 2. Investasi khusus”.

(2004;411)


Penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan modal kerja

Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peninngkatan produksi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.

2. Investasi khusus

Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
Secara umum skema aplikasi mudharabah dalam perbankan sebagai berikut:


[image: image2]
Sumber: Studi Intensif Ekonomi Syariiah II, Asep Ghofir Ali, SE., M.Ag.:2007
Gambar: 2.2 Skema Aplikasi Mudharabah
2.3.2 Pembiayaan Musyarakah
Instrumen digunakan oleh perbankan Islam untuk menyediakan pembiayaan selain mudharabah adalah musyarakah atau syirkah atau penyertaan modal (equity participation). Musyarakah atau syirkah secara etimologi bermakna ikhtilath (percampuran) antara satu bagian dengan bagian lainnya sehingga sulit dipisahkan atau penggabungan antara dua harta atau lebih, yang tidak bisa dibedakan lagi antara satu harta dengan lainnya. Syirkah menurut syara’ adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang kedua-duanya bersepakat untuk melakukan kerjasama usaha dengan tujuan mencari keuntungan melalui persyaratan dan rukun tertentu. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama (syirkah) dapat berupa dana, barang perdagangan, keahlian, kepemilikan dan peralatan. 

Menurut Rachmat Firdaus dalam bukunya Manajemen Dana Bank, pembiayaan musyarakah dijelaskan sebagai berikut:
“Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian antara sua pihak atau lebih pemilik modal untuk menyertakan modalnya berupa dana (atau keahlian/tenaga) pada suatu proyek usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan atau menarik haknya dalam manajemen proyek, keuntungan dari hasil usaha bersama ini dibagikan menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan jika usaha tersebut mengalami kerugian maka pembebanannya hanya terbatas pada besarnya modal masing-masing”.








  (2001; 76)
Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan musyarakah dilakukan oleh dua orang pemilik modal atau lebih untuk menjalankan suatu proyek. Semua pihak berhak ikut serta dalam manajemen proyek. Proporsi pembagian laba tidak harus sebanding dengan persentase penyertaan modal, karena pada prinsipnya penyertaan tidak hanya modal tetapi juga keahlian modal dan waktu. Apabila terjadi kerugian masing-masing pihak bertanggung jawab sesuai proporsi modal masing-masing.
2.3.2.1 Jenis-jenis Musyarakah

Menurut Habib Nazir dan Hassanuddin dalam Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah musyarakah/syirkah dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu :

“Syirkah al milk atau syirkah al amlak (kemitraan dalam kepemilikan) dan syirkah al ‘uqud (kemitraan berdasarkan suatu akad)”.
(2004;409)


Penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut :

1. Syirkah al amlak terjadi apabila dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa suatu akad syirkah atau suatu kepemilikan bersama atas suatu kekayaan (common ownership of property) untuk dibagikan, bukan berdasarkan kesepakatan akad untuk berbagi keuntungan dan kerugian. Syrikah al amlak ini pada esensinya bukan suatu kemitraan (partnership). Akan tetapi apabila masing-masing memutuskan untuk tetap memilikinya (tidak dibagi-bagikan dan tidak dijual), maka mereka bermitra dengan bersifat ikhtiyary atau syirkah ikhtiyary (sukarela/serikat bebas pilih). Sedang apabila mereka dengan terpaksa harus memiliki harta bersama tersebut, maka mereka bermitra secara ijbary atau syirkah jabariyah (serikat secara terpaksa).
2. Syirkah al ‘uqud adalah suatu kemitraan yang sesungguhnya (contactual partnership). Masing-masing membuat suatu akad perjanjian investasi bersama dan berbagi keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian tersebut ditanggung secara proporsional berdasarkan modal masing-masing yang diinvestasikan.
2.3.2.2  Aplikasi Dalam Perbankan


Menurut Habib Nazir dan Hassanuddin dalam Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah, aplikasi musyarakah dalam perbankan biasanya digunakan untuk beberapa hal, yaitu sebagai berikut :


“1. Pembiayaan proyek


 2. Modal ventura”.

(2004;411)


Penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan proyek

Yaitu proyek kerjasama antara bank dengan nasabah di mana keduanya menyediakan dana untuk membiayai suatu proyek secara bersama-sama. Setelah proyek tersebut selesai, nasabah mengembalikan dana bank serta bagi hasilnya.
2. Modal ventura

Yaitu suatu lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi di dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

Secara umum skema aplikasi musyarakah dalam perbankan sebagai berikut :


[image: image3] Sumber: Studi Intensif Ekonomi Syariiah II, Asep Ghofir Ali, SE., M.Ag.:2007
Gambar 2.3 Skema Aplikasi Musyarakah

Skema itu menunjukkan bahwa prinsip musyarakah adalah dana yang disertakan dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih yang bersyarikat. Implikasinya hasil dana yang dikelola harus dibagi sesuai kesepaktan bersama, begitu juga jika terjadi kerugian harus ditanggung secara bersama.
2.4 Penggunaan Dana Bank
Setelah dana berhasil dihimpun oleh bank, maka sesuai dengan fungsinya intermediary-nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Dalam hal ini, bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpun sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi tujuan ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:

a. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah

b. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman

Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank. Hal ini senada dengan pendapat Muhammad dalam bukunya Manajemen Dana Bank, sebagai berikut:
1. Aktiva yang menghasilkan (Earning Assets)

2. Aktiva yang tidak menghasilkan (Non Earning Assets)”.








(2005; 271)


Aktiva yang dapat menghasilkan atau earning assets adalah aset bank yang yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil

2. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli

3. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa

4. Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.

Aktiva yang tidak menghasilkan penghasilan atau non earning assets terdiri dari: (a) aktiva dalam bentuk tunai; (b) pinjaman (qardh); dan (c) penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris.

2.5 
Pengaruh Produk Penghimpunan Dana Terhadap Pembiayaan

Produk penghimpunan dana pada bank syariah terdiri dari  giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Dari dana yang berhasil dihimpun oleh bank syariah, tentunya tidak untuk ditelantarkan begitu saja, tetapi dana tersebut harus disalurkan kembali kepada masyarakat untuk menghasilkan pendapatan bagi bank. Hal ini dikarenakan dana masyarakat tersebut merupakan titipan yang harus dijaga dan setiap saat harus dikembalikan lagi ke nasabah dengan memberikan bagi hasil yang menarik. Hal ini sesuai dengan pendapat Rachmat Firdaus dalam bukunya Manajemen Dana Bank, sebagai berikut:
“Pelimpahan kepercayaan dari masyarakat untuk menyerahkan dananya untuk disimpan pada bank, sudah selayaknya dijunjung tinggi untuk pihak bank. Dengan demikian bank harus mengelola dana tersebut secara hati-hati (prudent) agar keputusan masyarakat menyimpan tetap terjaga dan tidak dikecewakan. Agar dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut menghasilkan pendapatan (produktif) bagi bank sebagai suatu badan usaha, maka bank harus segera “menjualnya” kembali pada anggota masyarakat yang membutuhkan (unit minus dana) antara lain dalam bentuk kredit atau pinjaman (pada bank konvensional) atau pembiayaan (pada bank syariah)”.

(2001; 3)


Dari pengertian di atas, simpanan dana masyarakat pada bank harus selayaknya dijunjung tinggi agar nasabah yang menyimpan dana merasa aman. Hal ini dilakukan karena bank merupakan badan usaha yang dalam praktiknya menjual jasa-jasa perbankan seperti produk penghimpunan dana, pembiayaan dan jasa-jasa lainnya. 
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